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PENDAHULUAN

Skripsi -Mahasiswa ' Angkatan
XXII/PTIK tahun 1986 ini telah
memperoleh bimbingan materi dari
Mayor Jenderal Polisi Purnawira-
wan  Drs.«Soebadi Sastrosoedjono
yang ~selain dosen juga mantan

Gubernur PTIK, dan telah diterima.

serta dinyatakan memenuhi syarat
LULUS oleh Ketua Dewan, Peng-
uji skripsi yakni Prof. Dr. T.O. Th-
romi, SH, MA. Penulis skripsi
(Robert Th. Kodong) menuangkan
analisisnya dalam 102 | halaman
yang terbagi dalam 6 bab, didahului
Kata Pengantar dan Daftar Isi se-
banyak 9 halaman dan diakhiri
dengan lampiran-lampiran pada 34
halaman terakhir.

Sampai halaman 63 (Bab IV)
belum disentuh hakekat keterkait-
an penggunaan Bahasa Cina ter-
sebut dengan Wawasan Nusantara.
Analisis utama baru dalam bab V
sebanyak 12 halaman, ditutup
dengan Kesimpulan dan Saran da-
lam 3 halaman. Penulis telah men-
coba mengangkat permasalahan lo-
kal Medan menjadi permasalahan
nasional yakni dengan masih di-
pergunakannya Bahasa Cina di ling-
kungannya sejauh manakah penji-

*) Disunting oleh Imam Soedjono, Staf Redaksi
»Bhayangkara”.
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waan dan aplikasi Wawasan Nusan-
tara bagi WNI Keturunan Cina di
Medan.

PENGGUNAAN BAHASA CINA
DI KALANGAN MASYARAKAT
KETURUNAN CINA DI WILA-
YAH HUKUM POLTABES ME-
DAN.

Bab Il skripsi ini dideskrip-
sikan' ke dalam dua sub-bab yakni
Situasi. dan Kondisi Wilayah Hu-
kum Poltabes Medan dan Masya-
rakat Keturunan Cina dan Peng-
gunaan Bahasa Cina,

Situasi dan Kondisi Wilayah Pol-
tabes Medan.

Situasi dan Kondisi wilayah
Poltabes tidak dipaparkan secara
Astagatra melainkan -berdasarkan
visi penulis yang menonjol, yak-
ni:

. Geografi.

. Demografi.

. Sumber daya alam.

. Pemerintahan.

. Ideologi dan Politik,
. Ekonomi.

. Sosial Budaya.

. Kriminalitas.
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Bidang Sosial Budaya khusus-
nya di sub-bidang Kebudayaan
terdapat data valid strategik yak-
ni bahwa eksistensi Dewan Ke-
senian Medan yang didirikan tang-
gal 28 Juli 1972 dan diharapkan
mampu membantu.  Pemerintah
Daerah dalam mengembangkan seni
budaya daerah ternyata belum
berhasil. Padahal sejak tahun 1975
telah memperoleh  fasilitas kese-
nian berupa. Taman Tapian Daya,
yang diresmikan oleh Presiden Soe-
harto,

Di bidang Kriminalitas kejahat-
an dengan kekerasan tercatat se-
bagai yang menonjol, terutama
karena masalah-masalah yang tim-
bul karena adanya kedaikedai
tuak/minuman keras, penganggur-
an, dan premanisme. Premanisme
ini bagai jalan tak ada ujung, su-
lit. diberantas karena para kor-
ban/terancam takut melapor kuatir
akan keselamatan dirinya. Di bi-
dang Ekonomi dimana keturunan
Cina memegang kendali, dilukis-
kan secara implisit dalam dua
kalimat.

Masyarakat Keturunan Cina dan
Penggunaan Bahasa Cina.

Ada tujuh wilayah pemukiman
dimana WNI keturunan Cina dan
WNA Cina mendominir jumlah ke-
pendudukan sekaligus menguasai
kehidupan bidang perdagangan dan
ekonomi, yaitu:

1. Wilayah Polsekta Medan Kota.
2. Wilayah Polsekta Teladan, khu-
sus pertokoan,

3. Wilayah Polsekta Medan Baru,
khusus pusat-pusat perbelanjaan/
hiburan.

4. Wilayah Polsckta Medan Timur se-
kitar pasar/pusat perbelanjaan.

5.Wilayah Polsekta Medan Barat,
sckitar pasar/pusat perbelanjaan
dan transit hasikhasil laut dari
Belawan.

6. Bidang usaha pertanian, per-
kebunan, hasil laut, dan indus-
tri- di Wilayah Polsekta: yang
lain. 554

7. Rumah-rumah penampungan
WNI dan WNA seperti: Rumah
Miskin Tionghoa Labuhan Deli,
Kampung Sei Agul, Kampung
Tanjung Mulya, Kampung La-
lang, Kampung Purwodadi, dan
Kampung Mulyorejo.

Dalam_ pada  itu pelaksanaan
Instruksi- Presiden Nomor 2 Ta-
hun 1980 tentang Bukti Kewarga-
negaraan RI ‘telah terganggu oleh
banyaknya pelanggaran terhadap
persyaratan yang telah ditentukan,
diantaranya berbagai pemilikan Su-
rat Bukti Kewarganegaraan RI
oleh: mereka yang pernah ber-
status kebangsaan RI, mereka yang
telah memperoleh “exit-permit on-
ly”, -mereka yang telah memi-
liki surat-surat bukti asing seper-
ti Surat Tanda Penerimaan (STP),
Surat Keterangan Kependudukan
(SKK), dan Surat Pendaftaran
Orang Asing (SPOA). Dan dari
perhitungan berdasarkan Surat Tan-
da Melapor Diri (STMD) maka
diperoleh angka sebagai berikut:



— Yang telah mengembalikan ST-
MD (Pemegang SBKRI): 22.118
orang.

— Yang sah menjadi WNI _sesuai
Keppres 13/1980 : 6:090 orang:

— Yang masih tercatat sebagai pe-
megang STMD: 65.735 orang.
Team Pemberangkatan WN RRC

Daerah  Tingkat I Sumatera Utara

medjo tahun 1978 masih menam-

pung (889 Kepala Keluarga atau

4,843 orang.

Kondisi sosial budaya masyara-
kat Cina baik yang WNI-maupun
WNA dapat dilihat dari data ke-
pendidikan, keagamaan, dan peng-
gunaan bahasa Cina di lingkungan-
nya sebagai berikut :

Data kependidikan/sekolah.

Pemusatan pendidikan ‘dan pe-
lajar keturunan Asing dalam satu
sekolah atau lembaga pendidikan
tidak dibenarkan. Untuk membina
penghayatan. nilai-nilai-~ “budaya
bangsa Indonesia bagi WNI serta
WNA. didirikanlah "Sekolah-Seko-
lah Asimilasi” yang berdasarkan
data Intel Poltabes Medan tahun
1986 menunjukkan besarnya. pro-
sentase WNI keturunan Asing yak-
ni: 90% dari 4.031- murid TK;
80% dari 27.756 murid SD; 69%
dari 13.292 murid SMP; dan 62%
dari 10.834 murid SMA. Dengan
demikian terdapat sekitar 74% da-
ri 55.913 murid Sekolah Asimilasi
di Poltabes Medan adalah WNIKA.

Data keagamaan.

Agama mereka Budha, diramu

dengan ajaran Khong Hu Cu,
dan dijalankan dengan tata cara
adat istiadat Cina yang masih nam-
pak tidak saja kuat di dalam pe-
laksanaan ‘upacara keagamaan te-
tapi juga dalam. seluruh Kkegiatan
hidup mereka seperti perkawinan
dan kematian.

Penggunaan Bahasa Cina.

Penggunaan bahasa’ Cina sangat
terasa menonjol di dalam  ling-
kungan keluarga, TK sampai SMA,
dan di tempat-tempat hiburan/film.
Masalah Cina, termasuk menonjol-
nya penggunaan bahasa Cina, erat
hubungannya dengan kejadian-ke-
jadian yang mengganggu Kamtib-
mas sebagai berikut:

— Penganiayaan, pembunuhan,
pengrusakan terhadap Keturunan
Cina berikut pemukiman/pemi-
likan -mereka; 10 Desember
1965

— Pembakaran rumah-rumah / me-
reka di Kampung Baru, tem-
pat penampungan Cina; tahun
1968.

— Pelarangan Kodimtabes terha-
dap pengibaran bendera RRC
yang berakibat penyerangan dan
penganiayaan WNIK dan WNA
Cina terhadap para Petugas Ko-
dimtabes Medan;  September
1970.

— Perkelahian antara orang-orang
penduduk Tanah 600 dengan
masyarakat Cina di Kecamatan
Titipapan, bermula dari masalah



bentrok antara pemain layang-
layang anak kedua belah pi-
hak yang berlanjut dengan pem-
bunuhan terhadap seorang pe-
muda bernama Lubis (dalam
suatu duel), yang.-meluas de-
ngan pembakaran  atas rumah-
rumah Cina di kecamatan ter-
sebut.

Kerusuhan sempat meluas na-
mun dapat cepat diwaspadai dan
ditangkal oleh. aparat keamanan.
Keresahan demi keresahan tim-
bul Karena rasa tidak senang pen-
duduk kepada orang-orang Cina
yang tidak mau hidup menyatu/
membaur dengan penduduk. pri-
bumi.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
DI BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan nasional yang - ber-
laku menyeluruh memegang peran-
an. penting dalam pembentukan
sikap nasionalisme. Oleh sebab itu
kebijaksanaan di bidang kebudaya-
an harus diawali dengan langkah
kebijaksanaan ‘di bidang pendidik-
an. Untuk. itu Pemerintah Indo-
nesia mengeluarkan  serangkaian
peraturan-peraturan yang menuju
tercapainya proses asimilasi ke-
pendidikan seluruh WNI keturun-
an Cina dan sebagainya, dengan
penggunaan jalur Administrasi ser-
ta sekaligus edukatif.

Pendidikan Nasional juga meng-
atur pendidikan asing dengan di-
dirikannya Sekolah-Sekolah Asing.
Sekolah Asing tersebut hanya un-
tuk warga negara Asing yang ber-

diam sementara (pendatang); dan
WNA yang berstatus penduduk
tetap di Indonesia dilarang me-
masukinya. Kebijaksanaan Pemerin-
tah di bidang pendidikan akan me-
nentukan dampak pemakaian baha-
sa Cina karena, adanya Sekolah-
Sekolah Asing Cina tersebut me-
nentukan | eksistensi = serta pe-
ngembangan pemakaian bahasa GCi-
na dalam lingkup" sosial budaya
pada umumnya. Dan' kebijaksana-
an - tersebut tidak terlepas  dari
faktor: historis kependidikan yang
dikelompokkan dalam periodisasi
sebelum Proklamasi Kemerdekaan
RI," periode Kemerdekaan sampai
sebelum “G.30 S/PKI 1965, dan
periode setelah tahun 1965. ‘

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan
RIL

Sebelum tahun 1900, setelah
berlakunya modernisasi sistem pen-
didikan di negara Cina, Jaman
Jepang, Jaman Kemerdekaan sam-
pai sebelum tahun 1954, setelah
berlakunya UU - Pendidikan, Ta-
hun 1954, dan setelah G:30 S/
PKI telah memberi warna kepada
pasang surut dunia pendidikan
bagi- masyarakat Cina di Republik
Indonesia.

Sebelum tahun 1900 Pemerintah
Hindia Belanda sama sekali tidak
memberikan perhatian kependidik-
an kepada masyarakat Cina. Baru
beberapa tahun setelah abad ke-
20 masyarakat Cina diperkenan-
kan memasuki Sekolah-Sekolah Be-
landa dengan lowongan terbatas,



harus mengerti bahasa Belanda dan
sanggup membayar mahal. Berla-
kunya modernisasi sistem pendidik-
an di Daratan Cina maka dengan
dukungan kongsi pedagang Cina
di Jakarta bernama Sian Hwee
didirikanlah sekolah-sekolah Cina di
Indonesia tahun 1901 dengan nama
‘Tionghoa Hwee Koan atau Tiong-
hoa Fak Tong atau Chung-hua
Hsuen-t'iang (Sekolah Tionghoa).
Sekolah-sckolah Tionghoa Hwee
Koan ¢ (THHK) bertujuan "agar
orang-orang Tionghoa péranakan
kembali memperlihatkan adat istis
adat, sejarah kebudayaan, dan pan-
dangan hidup Cina”. Sekolah-seko-
lah tersebut cepat populer dan
berkembang, sehingga pada tahun
1911 sudah terdapat 93 THHK
tersebar di seluruh Indonesia.

Melihat perkembangan tersebut
khususnya karena kekuatiran bah-
wa “masyarakat Cina_akan . teng-
gelam ke dalam orbit kebudayaan
Cina. yang -dapat merangsang rasa
nasionalisme mereka’’, maka oleh
Belanda " didiritkan Hollands Chi-
nese School (HCS) pada tahun
1908. Kecuali dengan jjin Direk-
tur Pendidikan maka di HCS
yang mempergunakan bahasa. pe-
ngantar bahasa Belanda itu ti-
dak memperkenankan pemakaian
bahasa Cina dan pengajaran ke-
budayaan Cina. Dalam perkem-
bangannya kemudian HCS tersebut
cenderung hanya menerima murid
Cina dari golongan/tingkat status
sosial tertentu, sehingga anak-anak

Cina peranakan yang miskin mu-

lai memasuki Sekolah-Sekolah Me-

layu yang mulai bermunculan saat
ini.

Pada--tahun 1934 harian Hsin
Pao menggambarkan kondisi ke-
pendidikan Cina di Hindia Be-
landa sebagai berikut:

— Jumlah Sekolah Cina: 450 buah;
jumlah Sekolah Rakyat Belanda
bagi orang-orang Cina: 117 buah.

— Jumlah murid Sekolah  Gina:
45.000 orang; jumlah’ murid
Sekolah Rakyat Belanda bagi
Cina:'23,353 orang.

Tahun /1936 data yang ditulis
Puspa Vasanty adalah sebagai ber-
ikut: . Dari 200.000 anak Cina
usia 6.14 ‘tahun, sekitar 98.000
anak menerima pendidikan di ber-
bagai sekolah: 45.000 di Tiong-
hoa Hwee Koan, 23.000 anak di
HCS, 3.000 anak di Sekolah
Belanda, sisanya di lain-lain Se-
kolah. Di tingkat Perguruan Ting-
gi berorientasi pada penguasaan
bahasa, ada yang melanjutkan ke
Cina, ada yang ke Inggris/Hong-
kong, serta Belanda.

Pada Jaman Jepang (1942—
1945) untuk membatasi pengaruh
Barat .maka sekolah-sekolah yang
berbahasa Belanda dan bahasa Ba-
rat lain ditutup. Sejak 1 Agustus
1942 hanya memperbolehkan se-

kolah-sekolah yang berbahasa Indo-
nesia dan Cina saja. Dalam pada
itu perlakuan terhadap orang-orang
Cina Totok dan Peranakan di
Indonesia, sama "kejam dan hina-



nya dengan terhadap Cina Darat-
an, yang diperangi oleh Jepang
pula. Oleh sebab itu Jepang me-
maksakan penyatuan organisasi-or-
ganisasi Totok maupun Peranakan
Cina di Indonesia dalam satu wa-
dah Organisasi Serba Guna.. Dan
oleh Leu Suryadinata disebutkan
bahwa di jaman terscbut terjadi
proses Totokisasi” yakni mem-
buka kembali' kesempatan bagi
orang-orang Cina di Indonesia ke-
sempatan untuk mempergunakan
bahasa’ Cina/ di sekolah-sekolah
yang ‘tadinya berbahasa Belanda.

- Bahasa ‘dan kebudayaan Cina me-
rasuk kembali dalam  kehidupan
Cina di Indonesia.

Dari Proklamasi Kemerdekaan sam-
pai G.30 S/PKI.

Sampai dengan sekitar Dberlaku-
nya UU Pendidikan Nasional 1954
perlakuan ~di bidang pendidikan
masyarakat Cina adalah sebagai
berikut:

— Ada persamaan perlakuan antara
Cina Totok dengan Peranakan
sehingga dalam kekuasaan Pe-
merintahan Federal yang dikua-
sai Belanda terdapat Sekolah-
Sekolah Cina yang banyak de-
ngan jumlah murid yang be-
sar. Kondisi tahun 1950 terdata-
kan ada 50.000 siswa Cina di
Sekolah-Sekolah Indonesia;
250.000 siswa di Sekolah-Se-
kolah (berbahasa) Cina, yang
150.000 murid di antaranya
adalah WNI.
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- Tahun 1950 subsidi terhadap
sekolah-sekolah yang berbahasa
pengantar bahasa Cina dihenti-
kan Pemerintah Indonesia; tahun
1952 dilakukan pengawasan (ha-
rus mendaftar-ulang dan meng-
haruskan ‘memberikan pelajaran
bahasa Indonesia minimal 4 jam
seminggu mulai kelas III SR/
SD) administratif dan kebahasa-
an, sedangkan mengenai buku-
buku pegangan diberikan ke~
longgaran.

Sampai tahun 1957 kondisi di-
persamakannya golongan Cina To-
tok ‘dan Peranakan disertai sub-
sidi sampai tahun’ 1950 tersebut
telah memperlihatkan sejumlah be-
sar sekolah berbahasa Cina dengan
jumlab. murid ‘yang amat besar,
termasuk di dalamnya WNI ke-
turunan Cina. Sekolah-sekolah ter-
sebutditangani oleh Badan Per-
musyawaratan Kewargaan Indoene-
sia- (Baperki). Dengan demikian
orang-orang Cina dapat memper-
oleh tiga macam pendidikan yak-
ni: sekolah-sekolah negeri, sekolah
yang ditangani oleh Baperki, dan
yang | ditangani oleh~ Pekabaran
Injil. Dan ketiganya memperguna-
kan bahasa Indonesia sebagai baha-
sa pengantar. UU Pendidikan Na-
sional 1954 tidak langsung terasa
mengatur eksistensi kependidikan
masyarakat Cina, yang berorien-
tasi kepada Nasionalis Cina di
Taiwan dan Daratan (RRC).

Karena terdapat bukti adanya
dukungan Cina Taiwan/Nasionalis

P~



kepada Pemberontak PRRI maka
sejak tahun 1958 hanya sekolah-
sekolah berbahasa Cina pro Pe-
king saja yang diijinkan berope-
rasi dengan sedikit demi sedikit
disertai pengawasan -administratif
dan kebahasaan. Di dunia pen-
didikan tinggi terdapat pembatasan
penerimaan mahasiswa WNA dan
WNI ‘keturunan Cina. Oleh sebab
itu/ Baperki pada tahun 1960
mendirikan Universitas Res Publica
(Ureca) guna menampung maha-
siswa-mahasiswa Cina kedua golong-
an tersebut. Ureca mempunyai 7
Fakultas di Jakarta dan3 Fakul-
tas di Surabaya.

Periode setelah G.30 S/PKI.

Keterlibatan Peking dalam ku-
deta PKI yang gagal tahun 1965
telah membawa dampak yang esen-
sial terhadap perkembangan kepen-
didikan orang-orang Cina di Indo-
nesia. Semua sckolah ‘berbahasa
pengantar Cina dan Ureca ditutup.

Dengan- Peraturan Presiden No.
8/12/Pres/1/1968 = Pemerintah RI
memberikan ijin’ didirikannya se-
kolah-sekolah 'bagi Orang . Cina
Asing oleh Swasta Cina, dengan
nama Sekolah Nasional Proyek
Khusus (SNPK) yang terealisic
tahun 1969. Persyaratan yang di-
tentukan: berlaku bagi WNA mau-
pun WNI, siswa WNA tidak boleh
lebih dari 40% jumlah murid,
dengan guru serta Kepala Sekolah
yang berkewarganegaraan RI
(WNI). Bahasa Indonesia ditetap-
kan sebagai bahasa pengantar dan

bahasa Cina boleh diajarkan se
bagai salah satu mata pelajaran.

Diajarkannya bahasa Cina dalam
sekolah-sekolah SNPK tersebut
memperkuat keterikatan mereka
terhadap  kebudayaan Cina Lelu-
hur, ' sehingga harian VYin-tu-ni-
hsi-ya Jih Pao (Harian Indonesia)
melontarkan  kritik bahwa SNPK
menimbulkan pengelompokan eks-
klusif orang Cina dan sebenarnya
bahasa Cina itu tidak perlu bagi
WNI keturunan Cina. SNPK-SN-
PK. tersebut dalam praktek per-
kembangannya memang sering me-
lakukan ' pelanggaran antara lain
mengenal. prosentase jumlah mu-
rid WNA.,

Kebijaksanaan kependidikan ter-
sebut jelas  menyangkut ' eksistensi
bahasa Cina di dunia pendidikan
maupun di tengah masyarakat Cina
pada umumnya. Dan pasang surut
upaya mengurangi penggunaan ba-
hasa~€ina dalam masyarakat ke-
turunan Cina adalah sebagai’ mana
tergambar dalam sub-bab berikut.

BAHASA CINA

Bulan April 1958 dengan dalih
tidak dipahami oleh rakyat Indo-
nesia” maka Kasad Jenderal A.H.
Nasution mengeluarkan peraturan
yang melarang “semua harian yang
terbit selain dengan aksara LATIN
dan ARAB”. Namun dengan alasan
yang berkembang yakni agar dapat
menyampaikan informasi tentang
kebijaksanaan Pemerintah kepada
masyarakat keturunan Cina maka



harian beraksara Cina diijinkan ter-
bit kembali.

Setelah G.30 S/PKI hanya satu
harian berbahasa dan beraksara
Cina yang diijinkan terbit -yakni
Yin-tu-ni-hsi-ya Jih _Pao (Harian
Indonesia), dengan harapan.suatu
saat semua kolom dan halaman
harian tadi-“akan berbahasa Tndo-
nesia. Dominasi ‘pemakaian bahasa
Cina dalam masyarakat Cina se-
perti Pontianak memang menonjol.
Oleh’ sebab itu Pemerintah Daerah
telah “melaksanakan ketentuan
penggunaan bahasa Indonesia dalam
wadah Minggu Bahasa/ Indonesia.
Perkembangan kemudian ' sejak
Sumpah Pemuda 1980 Pemerintah
telah memutuskan bulan® Oktober
sebagai (Bulan Bahasa yakni Bu-
lan Kegiatan Nasional Kebahasaan,
dengan sasaran meningkatkan Kke-
gairahan penggunaan bahasa Indo-
nesia yang baik dan benar”.

Bab Kebijaksanaan Pemerintah di
Bidang Pendidikan dan Penggunaan
bahasa \Cina' tersebut tertuang di
Bab-1IV diramu dengan sejumlah
rujukan/referensi dalam 13 halam-
an yang merupakan puncak papar-
an faktual dalam 63 halaman.

KAITAN WAWASAN NUSANTA-
RA DENGAN PENGGUNAAN
BAHASA CINA DI KALANGAN
WNI KETURUNAN CINA.

Wawasan Nusantara sesuai GBHN
merupakan wawasan kesatuan bagi
bangsa Indonesia yang memberi-
kan arah dan tujuan serta memberi-
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kan dasar kokoh bagi pelaksanaan
pembangunan nasional. Oleh se-
bab itu Wawasan Nusantara ter-
sebut memandang kepulauan Indo-
nesia/Nusantara sebagai satu ke-
satuan politik, satu kesatuan sosial
budaya, ‘satu kesatian ekonomi,
dan-satu kesatuan pertahanan ke-
amanan.

Wawasan kesatuan tersebut akan
mengokohkan persatuan’ bangsa.
Oleh sebab itu kesatuan dan per-
satuan tersebut sebagai. pengeja-
wantahan \maknawi BHINNEKA
TUNGGAL. IKA akan terhambat
apabila terdapat perbedaan wawas-
an, “sikap;’ dan' cara pandang da-
lam ‘segolongan warga negara Indo-
nesia, Keturunan Cina. Perbedaan
wawasan - ryang / berpangkal = dari
orientasi kebahasaan dan budaya
Leluhur tersebut akan berdampak
luas dalam sikap dan tingkah la-
ku di
bangsa.

semua . aspek kehidupan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Masih dipertahankannya bahasa
Cina di  daerah- berpenduduk
Cina secara tidak langsung da-
pat merupakan hambatan pokok
dalam upaya mewujudkan satu
kesatuan bangsa dalam segenap
aspek kehidupan nasional se-
suai GBHN perihal Wawasan Nu-
santara.

2. Penggunaan bahasa Cina sebagai
bahasa pengantar sehari-hari me-



orientasi kehidupan yang ber-
kiblat ke budaya Cina Daratan
dan tipisnya orientasi masya-
rakat Cina dalam kebudayaan
pribumi/Melayu.-Oricntasi terse-
but menimbulkan perbedaan-per-
bedaan dalam sikap dasar, pan-
dangan <hidup, cara Dberpikir,
dan’ cara bertindak/bertingkah la-
ku di tengah-tengah masyarakat
mayoritas Melayu sekitarnya.

. Kondisi kecenderungan tebalnya
orientasi ke kebudayaan Cina
dan tipisnya orientasi ke kebu-
dayaan setempat ' sebagaimana
tercermin dari langgengnya peng-
gunaan bahasa Cina dalam kehi-
dupan masyarakat Cina ‘erat
kaitannya dengan hal-hal sebagai
berikut:

. Kuatnya pengaruh ajaran Tao
dan Khong Hu Cu.

. Politik Pemerintah Penjajah Be-
landa yang memberikan peluang
dan . pemupukan sikap hidup
yang eksklusif.

. Politik Pemerintah’ Penjajah Je-

pang yang merangsang mening-

katnya semangat mnasionalisme

Cina sebagai akibat anti Ba-

rat.

. Kebijaksanaan Pemerintah Indo-
nesia dalam rangka mewujudkan
kesatuan dan persatuan bangsa
baik sebelum maupun sesudah
G.30 S/PKI atas penggunaan
bahasa pengantar bahasa Cina di

Sekolah-Sekolah Cina, masih ba-
nyak hambatan.

e. Kurangnya pengawasan dan pe-
ngendalian penggunaan bahasa
Cina “serta kurang berkembang-
nya kebudayaan setempat.

Saran:

Ada empat butir saran sebagai
berikut:

1. Agar masyarakat WNT keturun-
an Cina menyatu dalam. sikap
dasar, pandangan hidup, dan
cara . berpikir/bertindak/berting-
kah laku .dengan seluruh masya-
rakat Indonesia umummnya, perlu
digiatkan penghayatan Pancasila
serta ber-P4 di lingkungannya.

2, Agar. Pemda menggiatkan pe-
ngembangan budaya = setempat
dengan - mengikut sertakan se-
mua golongan masyarakat.

3. Secara historis dan psikologis
maka dalam rangka pembentuk-
an semangat kebangsaan /Indo-
nesia maka masalah pendidik-
an bagi generasi penerus WNI
keturunan Cina di’ Indonesia
perlu memperoleh prioritas uta-
ma.

4. Agar WNI keturunan Cina mam-
pu menguasai bahasa Nasional-
nya yakni bahasa Indonesia maka
agar penggunaan aksara Cina di-
larang tanpa kecuali.

PENUTUP.

Bersama lampiran-lampiran la-
in, khususnya Daftar Riwayat Hi-



dup Robert Th, Kodong, penulis
memaparkan pula Ringkasan Per-
masalahan dan hal-hal yang di-
temukannya.

Bab V sebagai inti skripsi ma-
sih harus larut-dengan paparan
bab-bab sebelumnya sehingga ana-
lisis tentang kaitan Wawasan Nu-
santara dengan ‘budaya pengguna-
an bahasa Cina bagi WNI keturun-
an Cina dantWNA Cina di Indo-
nesia menjadi tenggelam oleh “du-
plikasi” paparan bidang kebudaya-
an /dan kependidikan  tersebut.
Duplikasi tersebut menjadi. lebih
terang karena bunyi bab tambah-
an berjudul "Ringkasan™ pun’ kem-
bali mengemukakan masalah-masa-
lah terdahulu. Dalam' saran butir
4 pun terdapat kerancuan mak-
nawi antara aksara dan bahasa

sehingga dipadankannya serta di-
antithesekannya. Dan dalam men-
jabarkan situasi serta kondisi Pol-
tabes Medan, penulis tidak sekali-
gus memberikan penegasan atas
adanya kesamaan_dengan Ponti-
anak/Kalimantan Barat, dengan pe-
maparan = secara . Astagatra yang
dikaitkan dengan Ketahanan Na-
sional (Bab F GBHN).

Meskipun demikian identifikasi
penulis yang merupakan. bagian
dari visi serta prediksinya’ atas
keterkaitan Wawasan Nusantara de-
ngan budaya pemakaian bahasa
Cina, secara implisit telah mene-
mukan titik-titik: kerawanan, Ham-
batan,  kecendemingan ancaman/
gangguan, tantangan, dan dampak-
dampak negatif ‘yang berkembang
yang harus diwaspadai dengan sak-
sama.

* When love and skill work together, we may expect a masterpiece.






